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MUHAMMAD THORIQ FADLURRAHMAN SAHRAJA ABSTRAK 

Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, dan kehidupan 

manusia tidak lepas dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena 

mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Pada era globalisasi dan 

modern seperti ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang 

di perkotaan. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan 

minuman adalah Home Industry. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya 

dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan 

pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan lampung 

selatan dan kedua, Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga 

pangan terhadap pangan yang diedarkannya. 

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris. Data penelitian 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan, Kepala dinas, kepala bidang 

dinas Kesehatan sumber daya Kesehatan, staff dinas Kesehatan, dan pelaku usaha. 

Selain itu, studi data penelitian juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

memperoleh informasi yang komprehensif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengawasan izin pangan 

industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan lampung selatan mendapatkan 

dukungan dari para pelaku usaha untuk Keamanan pangan masyarakat. Pelaksanaan 

Pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan lampung 

selatan. 

Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Industri Makanan Rumah Tangga 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Food plays a very broad role in life, and human life is inseparable from the need for 

food. Humans can survive because of the nutrients they get from the food they 

consume. In today's era of globalization and modernization, many food and 

beverage industries are growing and developing in urban areas. One of the 

industries that operates in the food and beverage sector is the Home Industry. 

Article 111 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health stipulates 

that food and beverages can only be distributed after obtaining circulation permits 

in accordance with the provisions of regulations. The research problems in this 

thesis are first, how is the implementation of supervision of food permits for home 

industry by the South Lampung Health Department and secondly, how is the 

responsibility of home industry food business actors towards the food they 

distribute. 

This thesis is an empirical study. Research data was collected through in-depth 

interviews with the Head of Department, Head of Health Resources Department, 

Health Department staff, and business actors. In addition, research data studies were 

also collected through comprehensive literature studies. The results of the study 

show that the implementation of supervision of food permits for home industry by 

the South Lampung Health Department is supported by business actors for the 

public food safety. The implementation of supervision of food permits for home 

industry by the South Lampung Health Department. 

 

Keywords: Supervision, Permit, Household Food Industry 
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MOTO 

 

 

 

 

                                   
                     

              
     

 (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di 

sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. 

(QS. Al-Qaf : 17) 

 

"Izin adalah kunci menuju kebebasan dan pertumbuhan. Dengan izin, kita 

membuka pintu menuju peluang baru dan potensi tak terbatas." 

(John Wooden) 

 

"Di balik setiap izin yang diberikan, tersembunyi keberanian untuk meraih 

sesuatu yang lebih besar. Jadikan izin sebagai tonggak awal menuju 

perjalanan suksesmu." 

  (George Eliot)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan mempunyai iperanan iyang isangat iluas ibagi ikehidupan, idan 

kehidupan manusia itidak ilepas idari ikebutuhan iakan imakanan. iManusia idapat 

hidup ikarena imendapat iasupan igizi idari imakanan iyang idikonsumsinya. iHal 

itulah iyang imemacu ipara ipengusaha iyang ibergerak idalam ibidang iproduksi 

dan ipengolahan ibahan imakanan iuntuk imemproduksI imakanan ibagi 

masyarakat i(konsumen) idalam ijumlah iyang ibesar. iPada iera iglobalisasi idan 

modern iseperti iini ibanyak iindustri imakanan idan iminuman itumbuh idan 

berkembang idi iperkotaan. iSalah isatu iindustri iyang ibergerak idalam ibidang 

makanan idan iminuman iadalah iHome iIndustry.
1
 iPasal i111 iayat i(2) iUndang-

Undang iNomor i36 iTahun i2009 itentang iKesehatan imenentukan ibahwa 

makanan idan iminuman ihanya idapat idiedarkan isetelah imendapat iizin iedar 

sesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan, isedangkan iPasal 91 

ayat i(2) iUndang-Undang iNomor i18 iTahun i2012 itentang iPangan imengatur 

kewajiban imemiliki iizin iedar idikecualikan iterhadap ipangan iolahan itertentu 

yang idiproduksi ioleh iindustri irumah itangga. iPemenuhan ipangan iyang iaman 

dan ibermutu imerupakan ihak iasasi isetiap imanusia, itidak iterkecuali ipangan 

yang idihasilkan ioleh iIndustri iRumah iTangga iPangan i(IRTP). iUndang-

Undang iNomor i36 iTahun i2009 itentang iKesehatan idalam iPasal i111 

menyatakan ibahwa i“makanan idan iminuman iyang idigunakan imasyarakat 

harus ididasarkan ipada istandar idan/atau ipersyaratan ikesehatan”. iTerkait ihal 

di iatas, iUndang-Undang itersebut imengamanahkan ibahwa imakanan idan 

minuman iyang itidak imemenuhi iketentuan istandar, ipersyaratan ikesehatan, 

dan/atau i membahayakan i kesehatan i dilarang i untuk i diedarkan, i ditarik dari  

 

1
 Heywood Andrew, (2004). Political Theory, Hampshire: Palgrave MacMillan Page.15 



2 
 

 

peredaran, idicabut iizin iedar idan idisita iuntuk idimusnahkan isesuai idengan 

ketentuan iperaturan iperundang-undangan. 

 

Dalam irangka iproduksi idan iperedaran ipangan ioleh iIndustri irumah itangga 

pangan, iPasal i43 iPeraturan iPemerintah iNomor i28 iTahun i2004 itentang 

Keamanan, iMutu idan iGizi iPangan imengamanatkan ibahwa ipangan iolahan 

yang idiproduksi ioleh iindustri irumah itangga iwajib imemiliki iSertifikat 

Produksi iPangan iIndustri iindustri rumah tangga pangan di Lampung Selatan 

yang berkembang dalam ijenis idan iskala iusaha iyang iberbeda- ibeda, ihingga 

memproduksi idengan iberbagai iinovasi, ibentuk, irasa, iserta ikreasi iyang 

menarik seperti roti, keripik, mie, jelly, dan berbagai makanan ringan lainnya. Dari 

banyaknya Kecamatan yang memiliki industri rumah tangga pangan, Kecamatan 

Natar yang paling banyak dan selalu meningkat setiap tahunnya. Produk pangan 

industri irumah itangga isudah ipasti idikonsumsi imasyarakat isecara iluas idan 

produk iyang itelah imemiliki iizin idari iDinas iKesehatan iberarti iproduk 

tersebut itelah isesuai istandar iatau ipersyaratan ikeamanan, imutu, iserta imanfaat 

dari iproduk itersebut. iTujuan idilakukannya ipengawasan iini iuntuk imelindungi 

masyarakat idari iproduk imakanan iyang idapat imembahayakan ikesehatan 

konsumen, imaka idibutuhkan iizin iatau isertifikat iatas iproduk imakanan iyang 

dihasilkan ioleh ipemilik iusaha iP-IRT.
2
 

Perizinan Pangan iIndustri iRumah iTangga membuka peluang besar bagi para 

pengusaha untuk bersaing di pasar Indonesia, memberikan kontribusi pada 

kesehatan imasyarakat, idan imeningkatkan ikualitas isumber idaya imanusia 

melalui ikonsumsi imakanan iyang ibergizi. iOleh ikarena iitu, ipenelitian iini 

menganalisis ihasil ipenelitian imengenai iperizinan ipangan iindustri irumah 

tangga, isejalan idengan iupaya imencapai ikeamanan ipangan idan ipeluang bisnis 

bagi ipara ipelaku iusaha.
3
 iIndustri irumah itangga imakanan idan iminuman 

merupakan isalah isatu iindustri iyang isangat ipotensial idan imemiliki iprospek 

yang ibaik iuntuk iditumbuh ikembangkan. iHal iini idibuktikan idengan 

banyaknya iyang iindustri irumah itangga itersebar isecara iluas idi iseluruh 

pelosok i tanah iair imeski dalam ijenis idan iskala iusaha iyang iberbeda-beda. 

Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya adalah industri rumah tangga bahwa 

 

2
 Kristiyanti Celina Tri Siwi, (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika. 

Hlm.45 
3 

Tambunan Tulus, (2009). UMKM di Indonesia, Bogor: GHlmia Indonesia. Hlm.56 
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industri itersebut ihampir i100% imenggunakan ibahan ibaku iyang itersedia idi 

dalam inegeri, idipasarkan idalam inegeri, idikonsumsi ioleh imasyarakat isecara 

luas idan imemberikan ikonstribusi ibagi ipengembangan iekonomi imasyarakat 

kecil idan imenengah. 
4
 

Dalam iupaya imenumbuh ikembang ikan iindustri itersebut, imaka ipemerintah 

melalui iberbagai iinstansi iterkait imelakukan iberbagai iupaya ipembinaan, ibaik 

yang ibersifat iteknis iproduksi, imanajemen ipemasaran imaupun imelalui 

peraturan iyang iada iuntuk imenjamin itersedianya ipangan ibagi imasyarakat. 

 

Dalam ikondisi isekarang iini, imasyarakat isering idikejutkan idengan iadanya 

pemberitaan idi iberbagai imedia imassa ibahwa ibanyak iproduk, iterutama 

makanan iyang isering idikonsumsi iseharihari imengandung ibahan-bahan iyang 

berbahaya ibagi ikesehatan, iseperti iadanya ikandungan iformalin iatau ibahan 

pengawet imakanan ilainnya. iKeamanan ipangan idi iIndonesia imasih ijauh idari 

keadaan iaman, iyang idapat idilihat idari iperistiwa ikeracunan imakanan iyang 

banyak iterjadi ibeberapa iwaktu iterakhir iini. 

Dalam ikondisi idemikian ikonsumen ipada iumumnya ibelum imem ipunyai 

kesadaran itentang ikeamanan imakanan iyang imereka ikonsumsi, isehingga 

belum ibanyak ikonsumen iyang imenuntut iprodusen imakanan itersebut. iHal 

iniipula iyang imenyebabkan iprodusen imakanan isemakin imengabaikan 

keselamatan ikonsumen idemi imemperoleh ikeuntungan iyang isebesar ibesarnya. 

Salah isatu imasalah iyang itimbul idalam imasyarakat iyakni ibanyaknya iberedar 

produk iyang iindustri irumah itangga itidak imemiliki iizin idari iDinas 

Kesehatan. iKebanyakan idari ipelaku iusaha iindustri irumah itangga imenyadari 

hal itersebut itetapi ikarena iusaha imereka isudah iberjalan imaka ibanyak ipelaku 

usaha iindustri irumah itangga imengelabuhi ipetugas ikesehatan. iSehingga 

banyak iditemui iproduk ipangan iyang itidak imemenuhi ipersyaratan i mutu 

dan i keamanan i pangan i (Bahan i Tambahan i Pangan, i cemaran imikroba,  

 

 

4 
Mulyati Etty, (2016). Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangann Usaha Mikro Kecil Dalam 

Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Hlm.78 
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tanggal ikadaluarsa), imasih ibanyak ikasus ike iracunan, imasih irendahnya 

pengetahuan, iketerampilan idan itanggungjawab iprodusen ipangan itentang imutu 

dan ikeamanan ipangan iserta irendahnya ikepedulian ikonsumen iitu isendiri. 

Untuk iitu isuatu iproduk iindustri irumah itangga ikhususnya iproduk ipangan 

harus isesuai idengan istandar iagar iaman idikonsumsi. 

Produk iindustri irumah itangga iyang itelah imemiliki iizin idari iDinas iKesehatan 

berarti iproduk itersebut itelah isesuai istandar iatau ipersyaratan, ikeamanan, 

mutu, iserta imanfaat idari iproduk itersebut. iSebaliknya, iproduk iyang itidak 

industri irumah itangga imemiliki iizin iDinas iKesehatan ibaik iitu iberupa produk 

makanan imaupun iminuman itentu isaja ibelum imelewati itahap ipemeriksaan 

oleh ipihak iyang iberwenang imemeriksanya. iProduk iyang iindustri irumah 

tangga itidak imemiliki iizin iedar idari iDinas iKesehatan ijika idikonsumsi ioleh 

konsumen idapat imenyebabkan ikerugian, ibaik ikerugian isecara imateri imaupun 

psikis. iHal iini itentu isaja imerugikan ikonsumen isebagai ipihak iyang 

membutuhkan idan imengkonsumsi iproduk iindustri irumah itangga. 

 

Berdasakan uraian idi iatas, imaka ipeneliti itertarik imelakukan ipenelitian 

dengan judul: Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas 

Kesehatan Lampung Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang idiatas ipenulis imerumuskan isebuah ipermasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana iPelaksanaan ipemberian iizin ipangan iindustri irumah itangga 

ikepada ipara ipelaku iusaha 

2. Bagaimana itanggung ijawab ihukum ipelaku iusaha iindustri irumah itangga 

imakanan iolahan iyang itelah iberiin imaupun iyang ibelum iberizin iinstansi 

iterkait ijika iproduknya imerugikan ikonsumen. 
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1.3 Ruang iLingkup 

Ruang ilingkup idari ipenelitian iini iadalah iterbatas ipada ikajian iHukum 

Administrasi iNegara, iKhususnya imengenai iPengawasan iIzin iPangan iIndustri 

Rumah iTangga iOleh idinas ikesehatan ilampung iselatan iLampung iSelatan iDi 

Kecamatan iNatar itahun i2023. 

 

1.4 Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan irumusan imasalah idi iatas, imaka itujuan iyang ihendak idicapai 

dalam ipenelitian iini iadalah: 

1. Untuk imengetahui iPelaksanaan ipemberian iizin ipangan iindustri irumah 

itangga ikepada ipara ipelaku iusaha 

2. Untuk imengetahui itanggung ijawab ihukum ipelaku iusaha iindustri irumah 

itangga i(home iindustry) imakanan iolahan iyang itelah iberiin imaupun iyang 

ibelum iberizin iinstansi iterkait ijika iproduknya imerugikan ikonsumen. 

1.5 Kegunaan iPenelitian 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan imanfaat ibaik isecara 

teoritis imaupun isecara ipraktis idi ibidang ihukum idan imasyarakat 

1. Secara iteoritis, idiharapkan ipenulisan iini idapat idigunakan isebagai ibahan 

ikajian iatau ipengembangan idalam imemperluas iilmu ipengetahuan idi 

ibidang ihukum, iterkhusus ipada ihukum iadministrasi inegara. 

2. Secara ipraktis, imanfaat idari ibagian iini idi ibagi imenjadi i3: 

a. Bagi idinas ikesehatan ilampung iselatan ilampung iselatan 

bagi idinas ikesehata ilampung iselatan iadalah idapat imenjadi imasukan 

bagi idinas ikesehatan ilampung iselatan ilampung iselatan idalam 

melakukan iperlindungan iterhadap ikonsumen, itidak ihanya ikonsumen 

produk ipangan iindustri irumah itangga itetapi ijuga ibagi ikonsumen 

produk ipangan iolahan. 
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b. Bagi imasyarakat 

bagi masyarakat adalah dapat memberikan pemahaman mengenai produk 

industri rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta 

menambah kewaspadaan masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan 

industri rumah tangga. 

c. Bagi ipeneliti 

bagi peneliti adalah dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

akan membahas mengenai pengawasan izin pangan produk industri rumah 

tangga. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perizinan Pangan 

Pemerintah kabupaten, sebagai entitas pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam 

struktur negara, menempati posisi krusial dalam mengelola wilayah 

administratifnya yang terbatas namun memiliki dampak yang signifikan. Batas 

wilayah administratif yang jelas menjadi landasan bagi pemerintah kabupaten untuk 

merinci tugas dan tanggung jawabnya, dengan pembagian kecamatan-kecamatan 

sebagai unit administratif yang lebih terperinci. Dalam konteks ini, konsep otonomi 

daerah muncul sebagai pilar utama, memberikan wewenang kepada pemerintah 

kabupaten untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik unik daerah tersebut.
5
 

Struktur pemerintahan kabupaten menjadi landasan organisasional yang 

mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Dipimpin oleh seorang kepala daerah, 

baik bupati maupun walikota, bergantung pada konteks administratif negara, 

pemerintah kabupaten membentuk berbagai lembaga dan perangkat, seperti 

sekretariat daerah, dinas-dinas, dan badan-badan lainnya, yang memiliki peran 

khusus dalam melaksanakan program dan kebijakan.
6
 Lembaga legislatif daerah, 

DPRD, juga memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan daerah dan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, menciptakan sistem checks and 

balances yang esensial. 

 

 

 

 

5
 Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 82 

6
 Nurcholis, H. (2011). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo 

Hlm.41 
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Tanggung jawab keuangan menjadi aspek kritis dalam peran pemerintah kabupaten. 

Pengelolaan keuangan idaerah, iyang imencakup ipendapatan iasli idaerah idan 

transfer idari ipemerintah ipusat, imenjadi sumber daya utama untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Pemberian 

pelayanan publik merupakan implementasi konkret dari tanggung jawab ini, 

melibatkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. 

 

Sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan nasional, pemerintah kabupaten 

berinteraksi secara aktif dengan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan untuk 

menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sementara penerimaan 

bantuan dan arahan dari pemerintah pusat menjadi elemen penting dalam 

mendukung implementasi kebijakan nasional. Proses pengambilan keputusan di 

tingkat kabupaten juga melibatkan partisipasi masyarakat, memastikan adanya 

mekanisme demokratis yang berperan dalam menciptakan kebijakan yang lebih 

inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Pemerintah kabupaten tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan dan 

kebijakan saat ini, tetapi juga terlibat dalam pengembangan jangka panjang 

daerahnya. Pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur menjadi fokus utama, 

dengan tujuan memastikan pertumbuhan iyang iberkelanjutan idan ipeningkatan 

kualitas ihidup imasyarakat. iDengan idemikian, pemerintah kabupaten menjadi 

ujung tombak dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan nasional dan 

dinamika lokal, menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan karakter 

unik setiap daerah. Melalui penerapan sistem otonomi daerah, diharapkan bahwa 

pemerintah kabupaten dapat imemberikan ipelayanan iyang ilebih ibaik idan 

mempercepat pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayahnya. 

Otonomi idaerah imerupakan iesensi ipemerintahan idesentralisasi. iIstilah 

iotonomi iberasal idari ipenggalan idua ikata ibahasa iYunani, iyakni iautos iyang 

iberarti isendiri idan inomos iyang iberarti iundang-undang. iOtonomi ibermakna 

imembuat iperundang- iundangan isendiri i(zelfwetgeving), inamun idalam 

iperkembangannya, ikonsepsi iotonomi i daerah i selain i mengandung i arti 

zelfwetgeving i (membuat i Perda-perda), juga iutamanya imencakup izelfbestuur 
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(pemerintahan isendiri). iC.W. ivan ider iPot imengartikan iotonomi idaerah 

isebagai ikemampuan idaerah imenjalankan iurusan irumah itangganya isendiri. 

iDalam iotonomi, ihubungan iantara ipusat idan idaerah iterkait idengan ipembagian 

iwewenang idalam ipenyelenggaraan ipemerintahan idan ipengaturan iurusan 

irumah itangga idaerah. iOtonomi dapat bersifat terbatas jika urusan daerah 

ditentukan kategoris dengan pengawasan yang ketat, terbatasnya kemandirian 

daerah dalam pengaturan rumah tangganya, dan adanya keterbatasan keuangan. 

Otonomi luas, sebaliknya, berangkat idari iprinsip ibahwa isemua iurusan 

pemerintahan ipada idasarnya imenjadi iurusan irumah itangga idaerah. Otonomi 

daerah, dalam konteks kesejahteraan negara modern, mengacu pada kebebasan 

daerah iuntuk imenentukan inasib idan iurusan irumah itangganya isendiri. iSuko 

Wiyono imenjelaskan ibahwa iotonomi idaerah iadalah ikebebasan ibergerak yang 

diberikan ikepada idaerah iotonom iuntuk imengurus ikepentingan iumum idengan 

self igovernment, iself isufficiency, iself iauthority, idan iself iregulation. iPasal i18 

UUD iNRI i1945 imembedakan idua ijenis ipemerintahan idi idaerah: ilocal istate 

government idan ilocal iself igovernment. iLocal istate government menekankan 

urusan yang telah dijadikan rumah tangga sendiri dengan inisiatif dan 

kebijaksanaan sendiri, sedangkan local self government muncul sebagai 

konsekuensi dekonsentrasi, mewakili pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 

urusan idaerah. 

 

Dalam ipenyelenggaraan ipemerintahan idaerah, iada itiga iasas ipokok iyang itelah 

lama idigunakan, iyaitu idesentralisasi, idekonsentrasi, idan itugas ipembantuan. 

Perbedaan idi iantara iasas-asas iini iterungkap idalam iperaturan iperundang-

undangan iyang imengatur ipemerintahan idaerah, iyang imenjadi itemuan ibagi 

pembentuk iundang-undang.
7
 iMeskipun ikonstitusi itidak isecara ieksplisit 

menyebutkan iasas-asas itersebut, ikeberadaan iasas iini ibertujuan iuntuk 

mencegah iadanya iinterpretasi iyang imenyimpang idari imakna idan itujuan 

pemerintahan idaerah. iberikut iini iasas iasas idalam Pengawasan : 

1. Asas sentralisasi, 

Asas yang konsisten ada dalam berbagai organisasi, menandakan bahwa 

wewenang politik dan administrasi terpusat di puncak hierarki organisasi 

 

7
 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, GHlmia Indonesia, Jakarta, 1994 Hlm.56 
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negara. Meskipun prinsip sentralisasi tampaknya statis, dalam konteks dinamis, 

hal ini mencerminkan pemusatan kekuasaan baik politik maupun administrasi 

di puncak hierarki organisasi. Namun, organisasi besar tidak dapat efektif hanya 

dengan sentralisasi semata, sehingga diperlukan juga asas desentralisasi. 

2. Asas desentralisasi 

Asas yang melibatkan penyerahan kekuasaan dari pusat kepada daerah otonom. 

Definisi desentralisasi bervariasi, tetapi umumnya mengacu pada penyerahan 

kekuasaan politik untuk mengatur dan mengurus kepada daerah- daerah. 

Indikator desentralisasi mencakup pembentukan daerah otonom, penyerahan 

kewenangan mengatur dan mengurus kepada daerah, dan hubungan antara 

daerah otonom dengan pemerintah pusat yang bersifat koordinatif. Istilah 

desentralisasi sering kali merujuk pada desentralisasi politik karena melibatkan 

kewenangan politik, menciptakan teritorial baru, dan menimbulkan konsep 

local self government. Negara yang menganut desentralisasi juga harus 

menjalankan sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi dianggap tidak dapat 

dipisahkan; semakin luas sentralisasi, semakin sempit desentralisasi, dan 

sebaliknya. 

3. Asas dekonsentrasi, 

Asas yang diselenggarakan bersamaan dengan sentralisasi dalam organisasi 

negara yang besar, melibatkan pelimpahan tugas pemerintahan dari pusat 

kepada pejabat di tingkat hierarki yang lebih rendah. Dekonsentrasi dapat 

diartikan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada 

pejabat bawahan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks 

perundang-undangan, wewenang yang dilimpahkan berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan, sedangkan wewenang untuk menetapkan kebijakan 

tetap berada di tangan pemerintah. 

4. Asas tugas pembantuan, 

Merupakan pendekatan di mana pemerintah menetapkan kebijakan makro, 

sementara daerah otonom bertanggung jawab membuat kebijakan mikro dan 

mengimplementasikannya. Madebewind melibatkan kewenangan daerah 

otonom dalam menjalankan aturan-aturan dari pemerintah pusat atau tingkat 

daerah yang lebih tinggi. Konsep ini terkait dengan tugas untuk melaksanakan 
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kebijakan atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atas. 

Secara keseluruhan, asas-asas ini diimplementasikan untuk mencapai keseragaman 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, menghindari interpretasi yang menyimpang, 

dan menemukan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam rangka 

mencapai tujuan pemerintahan daerah.
8
 Pembagian iurusan ipemerintahan iantara 

pemerintah ipusat, ipemerintah idaerah iprovinsi, idan ipemerintah idaerah 

kabupaten/kota idi iIndonesia idiatur ioleh iPeraturan iPemerintah iRepublik 

Indonesia iNomor i38 iTahun i2007. iPeraturan iini imengatur ipembagian 

kewenangan iantara ipemerintah ipusat idan ipemerintah idaerah idalam iberbagai 

bidang, itermasuk ikehutanan, ipengelolaan ikawasan iwisata, idan itata ikelola 

pemerintahan. iPeraturan iini imemberikan ilandasan ihukum iyang imengatur 

kewenangan iantara ipemerintah ipusat idan idaerah idalam ipengelolaan iberbagai 

urusan, seperti perizinan, pengelolaan kawasan wisata, dan tata kelola 

pemerintahan. 

 

Peran pemerintah daerah dalam mengelola dan memajukan tingkat kesejahteraan 

masyarakat di tingkat lokal sangatlah kompleks dan mencakup berbagai dimensi 

yang saling terkait. Otonomi daerah menjadi landasan utama yang imemberikan 

wewenang ikepada ipemerintah idaerah iuntuk imengelola isebagian ibesar urusan 

pemerintahan idan ipembangunan isesuai idengan ikebutuhan idan ikarakteristik 

lokalnya.
9
 Sejalan dengan hal ini, pengelolaan urusan pemerintahan seperti 

pendidikan, kesehatan, perencanaan tata ruang, dan keamanan menjadi tanggung 

jawab krusial pemerintah daerah, yang berusaha menciptakan kebijakan yang 

responsif dan sesuai dengan realitas setempat. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi fokus utama, di mana 

pemerintah daerah melaksanakan fungsi-fungsi administratifnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pengembangan kebijakan 

yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan infrastruktur 

yang dapat memberikan manfaat konkret bagi penduduk lokal. Dalam konteks ini, 

pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek kunci, dengan perancangan dan 

 

8
 Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.32 

9
 Sondang Siagian, Administrasi dan Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya, PT. Bumi 

Aksara, Jakarta, 2009 Hlm.71 
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pengelolaan anggaran daerah yang bertujuan membiayai kegiatan pemerintahan 

dan proyek pembangunan, serta memastikan keuangan daerah tetap sehat dan 

berkelanjutan. 

Pelayanan publik merupakan implementasi langsung dari peran pemerintah daerah 

dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Baik dalam sektor pendidikan, 

kesehatan, layanan sosial, maupun infrastruktur dasar, pemerintah daerah 

berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, dan terus meningkatkan 

standar pelayanannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. 

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal memerlukan 

koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga program-program 

nasional dapat diintegrasikan secara efektif dengan realitas lokal. 

 

Partisipasi masyarakat menjadi landasan demokratis yang sangat penting. 

Pemerintah daerah tidak hanya mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan adanya transparansi dan 

akuntabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan 

melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah daerah dapat memastikan 

bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan lebih mewakili aspirasi dan 

kebutuhan riil masyarakat. 

Pengelolaan sumber idaya ialam idan ilingkungan imerupakan itanggung ijawab 

pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. Perlindungan, 

pengelolaan, dan perencanaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga 

keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah 

juga bertanggung jawab atas penanganan krisis dan bencana di tingkat lokal, 

termasuk penerapan langkah-langkah mitigasi dan rencana tanggap darurat yang 

efektif.
10

 

 

Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi tujuan penting dalam upaya meningkatkan 

daya saing daerah. Pemerintah daerah merancang kebijakan yang mendukung 

investasi  dan  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  sehingga  dapat 

 

10
 Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011. Hlm.63 
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memberdayakan masyarakat setempat dan menciptakan lapangan kerja. 

 

Pengawasan dan evaluasi berperan penting dalam memastikan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik serta pelaksanaan kebijakan daerah. Pemerintah daerah 

juga terlibat dalam membangun kerjasama dan koordinasi antar daerah, 

mengadakan forum kerjasama antardaerah, dan mendorong pemberdayaan desa 

serta masyarakat adat untuk mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat 

lokal. 

 

Dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, pemerintah daerah dapat 

meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam mendukung komunikasi 

yang ilebih ibaik idan ipengambilan ikeputusan iyang ilebih icepat idan iakurat. 

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah menciptakan landasan bagi 

pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan menggabungkan 

semua aspek ini, pemerintah daerah berperan sebagai agen perubahan yang dapat 

mengarahkan pembangunan lokal menuju kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh. 

 

KBLI imerupakan iklasifikasi imenurut ijenis iaktivitas iekonomi, isehingga 

ruang ilingkupnya iterbatas ipada iunit iyang iterlibat idalam iaktivitas iekonomi. 

KBLI imengklasifikasikan iseluruh iaktivitas iekonomi ike idalam ibeberapa 

lapangan iusaha iberdasarkan ipendekatan ikegiatan, iyang imenekankan ipada 

proses idari iaktivitas iekonomi iuntuk imenghasilkan ibarang/jasa, iserta 

pendekatan ifungsi iyang imelihat ipada ifungsi ipelaku iekonomi idalam 

menggunakan iinput iseperti itenaga ikerja, imodal iserta ibarang idan ijasa iuntuk 

menciptakan ioutput ibarang/jasa. Dalam iKBLI, ikegiatan iindustri ipengolahan, 

tidak idibedakan iapakah iaktivitas iekonomi isuatu iperusahaan iindustri 

dilakukan idengan imesin iatau idengan itangan, idilakukan idi ipabrik iatau idi 

rumah itangga, imaupun iindustri imodern iatau itradisional. iKBLI ijuga itidak 

membedakan iantara ikegiatan iformal iatau iinformal, ilegal idan iillegal, 

maupun iproduksi ipasar iatau inonpasar. iKBLI imengelompokkan iunit produksi 

imenurut ikelompok ijenis iaktivitas iproduktif ibarang idan ijasa, ibukan 

mengklasifikasikan ikomoditas ibarang idan ijasa.  
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Ruang ilingkup iKBLI ididefinisikan isesuai idengan ibatasan ikegiatan iproduksi 

dalam iSystem iof iNational iAccounts i(SNA), idengan isatu ipengecualian iyaitu 

dalam iKBLI igolongan ipokok i98 iaktivitas iyang imenghasilkan ibarang 

danijasa ioleh irumah itangga iyang idigunakan iuntuk imemenuhi ikebutuhan 

sendiri. Golongan ipokok itersebut idigunakan iuntuk imengukur ikegiatan 

subsisten ioleh irumah itangga. iKategori iini ihanya imencakup isebagian idari 

seluruh irumah itangga, ikarena irumah itangga idengan iaktivitas iekonomi iyang 

jelas i(baik iuntuk idijual iatau isebagian iuntuk idigunakan isendiri) 

diklasifikasikan idi ibagian ilain idalam iKBLI. iGolongan ipokok iini idiciptakan 

untuk itujuan ikhusus iseperti isurvei iangkatan ikerja, iuntuk imencakup 

kombinasi idari iaktivitas irumah itangga iyang isulit idiklasifikasikan ike idalam 

suatu ikelompok itunggal idalam iKBLI. 

 

Prinsip idan ikriteria iyang idigunakan iuntuk imendefinisikan idan 

menggambarkan ikategori iklasifikasi idi itingkat imanapun itergantung ipada 

banyak ifaktor, iseperti ipotensi ipenggunaan iklasifikasi idan iketersediaan idata. 

Kriteria iini ijuga iakan iberubah itergantung ipada itingkat iagregasi. iKBLI 

dibangun iberdasarkan ikerangka ikonseptual iaktivitas iproduksi iyang 

mengelompokkan iunit iproduksi imenjadi iindustri iyang ilebih irinci 

berdasarkan ikesamaan iaktivitas iekonomi, idengan imempertimbangkan iinput, 

proses idan iteknologi iproduksi, ikarakteristik ioutput iyang idihasilkan, idan 

penggunaan ioutput. iPada iprinsipnya, ikegiatan iyang imemiliki iproses iyang 

sama idan imenggunakan iteknologi iyang isama idalam imemproduksi ibarang 

atau ijasa, idikelompokkan ibersama idalam isatu ikode iKBLI. iNamun 

demikian, ipertimbangan imengenai ijenis ikriteria idapat ibervariasi idari isatu 

kategori ike ikategori ilain idan iantara iberbagai itingkat iklasifikasi. iAdanya 

kebutuhan iuntuk imenghubungkan ijenis iaktivitas idengan ioutputnya imembuat 

pengelompokan idalam iKBLI iharus imemenuhi ikriteria 

sebagai iberikut: 

a) iProduksi ibarang idan ijasa iyang imencirikan isebuah ikelompok idiberikan 

iuntuk isebagian ibesar ihasil iatau ikeluaran idari iunit iyang idiklasifikasikan 

ike idalam ikelompok itersebut; 

b) iKelompok iberisikan iunit iyang imenghasilkan isebagian ibesar ibarang idan 

ijasa iyang imenjadi iciri ikelompok itersebut. 
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Kondisi iini idiperlukan iagar iunit iyang isejenis idapat idiklasifikasikan isecara 

unik idan imudah imenurut ijenis iaktivitas iekonomi, idan iagar iunit-unit isejenis 

yang imasuk idalam ikelompok itertentu iakan imirip isatu isama ilain. 

 

2.2. iStruktur idan iSistem iPengkodean 

Struktur ipengkodean iKBLI imengadaptasi idari istruktur ipengkodean ipada 

ISIC. iStruktur ipengkodean idan ipenamaan istruktur ikode idalam iKBLI i2020 

masih isama idengan iKBLI i2015 iPerka i2017 isebagai iberikut: 

a) iKategori, imenunjukkan igaris ipokok ipenggolongan iaktivitas iekonomi. 

iPenggolongan iini idiberi ikode isatu idigit ikode ialfabet. iDalam iKBLI 

i2020, iseluruh iaktivitas iekonomi idi iIndonesia idigolongkan imenjadi i21 

ikategori, idari iA isampai idengan iU. 

b) iGolongan iPokok, imerupakan iuraian ilebih ilanjut idari ikategori. iSetiap 

ikategori idiuraikan imenjadi isatu iatau ibeberapa igolongan ipokok imenurut 

isifat imasing-masing igolongan ipokok. iSetiap igolongan ipokok idiberi ikode 

idua idigit iangka. 

c) iGolongan, imerupakan iuraian ilebih ilanjut idari igolongan ipokok. iKode 

igolongan iterdiri idari itiga idigit iangka, iyaitu idua idigit iangka ipertama 

imenunjukkan igolongan ipokok iyang iberkaitan, idan isatu idigit iangka 

iterakhir imenunjukkan iaktivitas iekonomi idari isetiap igolongan iyang 

ibersangkutan. iSetiap igolongan ipokok idapat idiuraikan imenjadi isebanyak-

banyaknya isembilan igolongan. 

d) iSubgolongan, imerupakan iuraian ilebih ilanjut idari iaktivitas iekonomi iyang 

itercakup idalam isuatu igolongan. iKode isubgolongan iterdiri idari iempat 

idigit, iyaitu ikode itiga idigit iangka ipertama imenunjukkan igolongan iyang 

iberkaitan, idan isatu idigit iangka iterakhir imenunjukkan iaktivitas iekonomi 

idari isubgolongan ibersangkutan. iSetiap igolongan idapat idiuraikan ilebih 

ilanjut imenjadi isebanyak-banyaknya isembilan isubgolongan. 

e) iKelompok, idimaksudkan iuntuk imemilah ilebih ilanjut ikegiatan iyang 

idicakup idalam isuatu isubgolongan imenjadi ibeberapa ikegiatan iyang ilebih 

ihomogen imenurut ikriteria itertentu. iSetiap isubgolongan idapat idiuraikan 

ilebih ilanjut imenjadi isebanyak-banyaknya isembilan ikelompok. 

 

2.2 Pengawasan 

Kamus ibesar iBahasa iIndonesia i(KBBI) imendefinisikan ibahwa ipengawasan 

merupakan itindakan imemantau idan imengawasi iuntuk imemastikan ibahwa 

segala i 
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sesuatu iberjalan isesuai idengan iaturan, istandar, iatau iprosedur iyang 

ditetapkan. iPengawasan idilakukan iuntuk imemastikan ibahwa iaktivitas iyang 

dilakukan isesuai idengan ihukum, ietika, iatau ikebijakan iyang iberlaku. 

 

Dalam ikonteks ibisnis iatau iindustri, ipengawasan ijuga idapat idiartikan sebagai 

tindakan imemastikan ibahwa iproses iproduksi, iproduk, iatau ilayanan iyang 

dihasilkan imemenuhi istandar ikualitas iyang iditetapkan. Pengawasan dapat 

dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki otoritas atau 

tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan, standar, atau 

prosedur yang berlaku.
11

 

 

Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi aktivitas atau proses 

tertentu untuk imemastikan ibahwa imereka iberjalan isesuai idengan istandar atau 

persyaratan iyang itelah iditetapkan.
12

 iPengawasan idapat dilakukan oleh individu 

atau organisasi, baik itu pemerintah, institusi swasta, maupun masyarakat umum.
13

 

Pengawasan melibatkan beberapa tindakan dan strategi untuk memastikan bahwa 

aktivitas atau proses tersebut berjalan dengan benar dan tidak menyimpang dari 

standar atau persyaratan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting 

dalam pengawasan : 

1. Pemantauan 

Ini adalah proses pengamatan secara ilangsung iatau itidak ilangsung terhadap 

aktivitas atau proses yang akan diawasi. Pemantauan dapat dilakukan melalui 

pengamatan langsung, inspeksi, atau melalui teknologi digital seperti sensor dan 

kamera. 

2. Evaluasi 

Setelah pemantauan, dilakukan evaluasi terhadap aktivitas atau proses tersebut. 

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah aktivitas atau proses tersebut telah 

berjalan isesuai idengan istandar iatau ipersyaratan iyang itelah iditetapkan. 

3. Identifikasi masalah 

Jika terdapat masalah atau kesalahan dalam aktivitas atau proses tersebut, maka 

pengawasan juga harus dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan cepat 

dan akurat. Identifikasi masalah penting untuk memastikan bahwa tindakan 

perbaikan dapat segera dilakukan. 

 

11
 Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 

2004. Hlm.90 
12

 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2009 
13

 Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

Hlm.88 
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4. Tindakan perbaikan 

Jika terdapat masalah atau kesalahan dalam aktivitas atau proses tersebut, 

tindakan perbaikan harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas 

atau proses tersebut kembali berjalan dengan benar dan sesuai idengan 

istandar iatau ipersyaratan iyang itelah iditetapkan. 

5. Pelaporan 

Pengawasan juga harus melibatkan pelaporan secara periodik atau ketika terjadi 

masalah atau kesalahan pada aktivitas atau proses yang diawasi. Pelaporan ini 

penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan terinformasi tentang 

kondisi terkini dan hasil evaluasi. 

 

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas atau proses tertentu 

berjalan isesuai idengan istandar iatau ipersyaratan iyang itelah iditetapkan. 

Dalam ikonteks ibisnis, ipengawasan idapat idilakukan pada berbagai aktivitas, 

seperti produksi, pemasaran, dan keuangan, sementara di bidang pemerintahan, 

pengawasan dapat dilakukan pada berbagai kebijakan dan program.
14

 Pengawasan 

yang baik dapat membantu organisasi meminimalkan risiko dan meningkatkan 

kualitas hasil kerja serta layanan yang diberikan. 

Pengawasan adalah isalah isatu ifungsi imanajemen iyang ipenting iuntuk 

menjaga ikelangsungan isuatu iorganisasi iatau iperusahaan. iFungsi ipengawasan 

berkaitan idengan itindakan imemantau idan imengevaluasi ikinerja iorganisasi 

atau iperusahaan iagar isesuai idengan itujuan idan irencana iyang itelah 

ditetapkan. iBerikut adalah beberapa fungsi pengawasan secara detail: 

1. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur: Fungsi utama 

pengawasan adalah memastikan bahwa semua aktivitas dan tindakan yang 

dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar dan prosedur 

yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu dalam memantau dan 

mengevaluasi apakah standar dan prosedur tersebut diikuti dengan benar dan 

efektif. 
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2. Mengidentifikasi masalah dan kelemahan: Fungsi pengawasan juga membantu 

dalam mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam 

organisasi atau perusahaan. Dengan memantau kinerja, aktivitas, dan tindakan, 

pengawasan dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan 

perbaikan atau perhatian khusus. 

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi: Dengan memastikan kepatuhan 

terhadap standar dan prosedur serta mengidentifikasi masalah dan kelemahan, 

fungsi pengawasan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi organisasi atau perusahaan. Dengan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi, organisasi atau perusahaan idapat imencapai itujuan idan itarget 

yang itelah iditetapkan idengan lebih baik. 

4. Meminimalkan risiko dan kerugian: Fungsi pengawasan juga membantu dalam 

meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi dalam organisasi atau 

perusahaan. Dengan memantau kinerja dan aktivitas, pengawasan dapat 

membantu dalam mengidentifikasi risiko iyang imungkin iterjadi idan 

mengambil itindakan ipencegahan iyang idiperlukan. 

5. Meningkatkan kualitas produk atau layanan: Dengan memastikan kepatuhan 

terhadap standar dan prosedur serta mengidentifikasi masalah dan kelemahan, 

fungsi pengawasan juga dapat membantu dalam meningkatkan ikualitas 

produk iatau ilayanan iyang idihasilkan ioleh iorganisasi iatau iperusahaan. 

Hal iini iakan imembantu iorganisasi iatau iperusahaan iuntuk 

mempertahankan idan imeningkatkan kepercayaan pelanggan. 

Dalam keseluruhan, fungsi pengawasan sangat penting dalam menjaga kinerja dan 

kesuksesan organisasi atau perusahaan. Fungsi pengawasan membantu dalam 

memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur, mengidentifikasi masalah 

dan kelemahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meminimalkan risiko dan 

kerugian, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan Pengawasan itu terbagi 

menjadi 4 macam
15

, yakni: 
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1. Pengawasan iIntern idan iEkstern 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan 

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan 

dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau 

pengawasan melekat (built in control) maupun pengawasan yang dilakukan 

secara rutin pada setiap daerah yang ada di Indonesia. 

2. Pengawasan iekstern iadalah ipemeriksaan iyang idilakukan ioleh iunit 

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan 

eksternal dilakukan dari luar tubuh pemerintah itu sendiri seperti dari ormas, 

organisasi kemahasiswaan serta masyarakat secara luas. Sehingga dengan 

pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat berbenah diri dengan kritikan, 

masukan serta pengawasan yang diberikan tersebut yang pada akhirnya 

pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya 

dengan baik. 

3. Pengawasan iPreventif idan iRepresif 

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga 

dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini 

dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya 

penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan 

merugikan negara lebih besar. Di samping itu, pengawasan ini juga 

dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana 

yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih berfaedah dan bermakna 

jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang 

kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan 

represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah 

kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir 

tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan 

laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. 

4. Pengawasan iAktif idan iPasif 

Pengawasan idekat i(aktif) idilakukan isebagai ibentuk i“pengawasan iyang 

dilaksanakan idi itempat ikegiatan iyang ibersangkutan.” iHal iini iberbeda 

dengan 
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pengawasan ijauh i(pasif) iyang imelakukan ipengawasan imelalui i“penelitian 

dan ipengujian iterhadap isurat-surat ipertanggung ijawaban iyang idisertai 

dengan ibukti-bukti ipenerimaan idan ipengeluaran.” 

5. Pengawasan ikebenaran iformil imenurut ihak i(rechtimatigheid) idan 

pemeriksaan ikebenaran imateriil imengenai imaksud itujuan ipengeluaran 

(doelmatigheid). iPengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran 

formil imenurut ihak i(rechmatigheid) iadalah i“pemeriksaan iterhadap 

pengeluaran iapakah itelah isesuai idengan iregulasi, itidak ikedaluwarsa, idan 

hak iitu iterbukti ikebenarannya.” iSementara i itu, i pemeriksaan kebenaran 

materil i mengenai i maksud i tujuan ipengeluaran i (doelmatigheid) 

adalah i “pemeriksaan i terhadap i pengeluaran iapakah itelah imemenuhi 

prinsip iekonomi, iyaitu ipengeluaran itersebut idiperlukan idan ibeban ibiaya 

yang iserendah imungkin.” 

 

Dalam ikaitannya idengan ipenyelenggaraan inegara, ipengawasan iditujukan 

untuk imenghindari iterjadinya i“korupsi, ipenyelewengan, idan ipemborosan 

anggaran inegara iyang itertuju ipada iaparatur iatau ipegawai inegeri.” iDengan 

dijalankannya ipengawasan itersebut idiharapkan ipengelolaan idan 

pertanggungjawaban ianggaran idan ikebijakan inegara idapat iberjalan 

sebagaimana idirencanakan. 

Mengenai imacam-macam ipengawasan iyang idikenal idi iIndonesia iadalah i: 

1. Pengawasan ifungsional 

pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya 

melakukan pengawasan, seperti BPK, BPKP, Itjen dan Itwilprop atau Itwilkab; 

2. Pengawasan ilegislatif 

pengawasan iyang idilakukan ioleh iLembaga iPerwakilan iRakyat ibaik idi 

Pusat imaupun idi iDaerah; 

3. Pengawasan imelekat 

yaitu ipengawasan iyang idilakukan ioleh isetiap ipimpinan iterhadap bawahan 

idan isatuan ikerja iyang idipimpinnya; 

4. Pengawasan imasyarakat 

yaitu ipengawasan iyang idilakukan ioleh imasyarakat, iseperti iyang idilakukan 

oleh imedia imassa, iLembaga iSwadaya iMasyarakat, idan isebagainya. 

 

 

 



21 
 

 

Proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa 

suatu kegiatan atau proses berjalan isesuai idengan irencana idan istandar iyang 

telah ditetapkan. Dalam melakukan pengawasan, terdapat beberapa asas yang harus 

dipahami dan diterapkan agar proses pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. 

Berikut adalah asas-asas dalam pengawasan secara detail: 

1. Asas Keteraturan (Regularity) 

Asas keteraturan atau regularity mengacu pada prinsip bahwa pengawasan 

harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Hal ini berarti bahwa pengawasan 

harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta terdiri dari langkah- 

langkah yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. Dengan menerapkan asas 

keteraturan, proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan dapat 

memberikan hasil yang akurat dan terpercaya. 

2. Asas Kewajaran (Reasonableness) 

Asas kewajaran atau reasonableness mengacu pada prinsip bahwa pengawasan 

harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Artinya, pengawasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

risiko dan manfaat yang mungkin terjadi. Dalam menerapkan asas kewajaran, 

pengawas harus memastikan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan tidak 

merugikan atau mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung. 

3. Asas Kesesuaian (Suitability) 

Asas kesesuaian atau suitability mengacu pada prinsip bahwa pengawasan harus 

dilakukan dengan menggunakan alat, metode, dan teknik yang sesuai untuk 

tujuan yang ingin dicapai. Artinya, pengawas harus memilih metode dan teknik 

pengawasan yang paling tepat untuk menghasilkan hasil yang akurat dan 

relevan. Dalam menerapkan asas kesesuaian, pengawas harus 

mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan sumber daya manusia yang 

tersedia untuk melakukan pengawasan. 

4. Asas Keandalan (Reliability) 

Asas keandalan atau reliability mengacu pada prinsip bahwa hasil pengawasan 

harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Artinya, pengawasan harus 

dilakukan dengan menggunakan alat, metode, dan teknik yang dapat 

menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Dalam menerapkan asas 

keandalan, pengawas harus memastikan bahwa alat pengawasan dan perangkat 
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lunak yang digunakan dalam proses pengawasan memiliki tingkat keandalan 

yang tinggi. 

5. Asas Kontinuitas (Continuity) 

Asas kontinuitas atau continuity mengacu pada prinsip bahwa pengawasan 

harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh dihentikan dalam 

jangka waktu yang lama. Artinya, pengawasan harus terus dilakukan meskipun 

terdapat perubahan dalam organisasi atau lingkungan kerja. Dalam menerapkan 

asas kontinuitas, pengawas harus memastikan bahwa proses pengawasan dapat 

berjalan lancar meskipun terdapat perubahan yang terjadi. 

 

Pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak iyang iterlibat idalam iproduksi, 

distribusi, idan ikonsumsi ipangan, iseperti pemerintah, lembaga sertifikasi, dan 

masyarakat. Ada beberapa jenis pengawasan pangan yang dilakukan untuk 

memastikan kualitas dan keamanan pangan di Indonesia. Berikut adalah jenis-

jenis pengawasan pangan yang umum dilakukan: 

1. Pengawasan Produksi 

Pengawasan produksi dilakukan untuk memastikan bahwa produksi pangan 

dilakukan sesuai dengan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan produksi mencakup pengawasan bahan baku, pengolahan, dan 

pengemasan. Pengawasan produksi dilakukan oleh instansi terkait, seperti dinas 

kesehatan lampung selatan. 

2. Pengawasan Distribusi 

Pengawasan distribusi dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang 

didistribusikan aman dan berkualitas. Pengawasan distribusi mencakup 

pengawasan transportasi, penyimpanan, dan penjualan. Pengawasan distribusi 

dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan atau Badan POM. 

3. Pengawasan Konsumsi 

Pengawasan konsumsi dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat 

memahami tentang cara mengkonsumsi produk pangan yang aman dan sehat. 

Pengawasan konsumsi mencakup penyuluhan, informasi, dan edukasi tentang 

pangan sehat dan aman. Pengawasan konsumsi dilakukan oleh instansi terkait, 

seperti dinas kesehatan lampung selatan atau Badan POM. 
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4. Pengawasan Impor 

Pengawasan impor dilakukan untuk imemastikan ibahwa iproduk ipangan 

yang idiimpor imemenuhi istandar ikeamanan ipangan iyang itelah ditetapkan. 

Pengawasan impor mencakup pengawasan terhadap bahan baku impor, proses 

produksi, dan pengemasan. Pengawasan impor dilakukan oleh instansi terkait, 

seperti Badan Karantina Pertanian atau Badan POM. 

5. Pengawasan Pasar 

Pengawasan pasar dilakukan untuk imemastikan ibahwa iproduk ipangan yang 

beredar idi ipasar iaman idan iberkualitas. iPengawasan ipasar imencakup 

pengawasan iterhadap ipenjual, ipengecer, idan ipedagang ikaki ilima. 

Pengawasan ipasar idilakukan ioleh iinstansi iterkait, iseperti iDinas 

Perdagangan iatau iBadan iPOM. 

6. Pengawasan Sertifikasi 

Pengawasan sertifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan 

yang memegang sertifikasi keamanan pangan memenuhi standar keamanan 

pangan yang telah ditetapkan. Pengawasan sertifikasi mencakup pengawasan 

terhadap produsen yang telah memegang sertifikasi keamanan pangan. 

Pengawasan sertifikasi dilakukan oleh ilembaga isertifikasi iyang itelah 

diakreditasi ioleh iKAN. 

Pengawasan pangan yang baik dan terus menerus dilakukan dapat meningkatkan 

kualitas dan keamanan pangan di Indonesia. Hal ini juga dapat memberikan 

kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat terhadap produk pangan yang 

dihasilkan. Oleh ikarena iitu, ipengawasan ipangan imerupakan isalah isatu iaspek 

ipenting idalam menjaga kualitas. 

 

2.3 Perizinan 

Di idalam ikamus iistilah ihukum, iizin i(vergunning) idijelaskan isebagai 

perkenaan/izin idari ipemerintah iyang idisyaratkan iuntuk iperbuatan iyang ipada 

umumnya imemerlukan ipengawasan ikhusus, itetapi iyang ipada iumumnya 

tidaklah idianggap isebagai ihal-hal iyang isama isekali itidak idikehendaki.
16 

Beberapa iahli, imengartikan iperizinan idengan isudut ipandang iyang iberbeda-

beda ianata isatu idenga ilain.  

 

 

16
 Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.12 
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Adapun ipengertian iizin imenurut ipara iahli iadalah isebegai iberikut i: 

a. E. iUtrecht imengartikan ivergunning isebagai iberikut i: iBila ipembuat 

iperaturan iumumnya itidak imelarang isuatu iperbuatan, itetapi imasih ijuga 

imemeperkenankannya iasal isaja idiadakan isecara iyang iditentukan iuntuk 

imasing- imasing ihal ikonkret, ikeputsan iadministrasi inegara iyang 

imemeperkenankan iperbuatan itersebut ibersifat isuatu iizin i(vergunning). 

b. N.M. iSpelt idan iJ.B.J.M. iten iBerge, iizin imerupakan isuatu ipersetujuan 

idan ipenguasa iberdasarkan iundang-undang iatau iperaturan ipemerintah 

iuntuk idalam ikeadaan itertentu imenyimpang idari iketentuan ilarangan 

iperundangundangan i(izin idalam iarti isempit) 

c. Bagir iManan imengartikan iizin idalam iarti iluas i, iyang iberarti isuatu 

ipersetujuan idari ipenguasa iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan 

iuntuk imemperbolehkan imelakukan itindakan iatau iperbuatan itertentu 

iyang isecara iumum idilarang. 

d. Ateng iSyarifudin imengatakan ibahwa iizin ibertujuan idan iberarti 

imenghilangkan ihalangan, ihal iyang idilarang imenjadi iboleh, iatau iAls 

iopheffing ivan ieen ialgemene iverbodsregel iin ihet iconcrete igeval,(sebagai 

ipeniadaan iketentuan ilarangan iumum idalam iperistiwa ikonkret). 

Adapun ipengertian iperizinan iadalah isalah isatu ibentuk ipelaksanaan ifungsi 

pengaturan idan ibersifat ipengendalian iyang idimiliki ioleh ipemerintah terhadap 

kegiatan-kegiatan iyang idilakukan ioleh imasyarakat. iPerizinan idapat berbentuk 

pendaftaran, irekomendasi, isertifikasi, ipenentuan ikuota idan iizin iuntuk 

melakukan isesuatu iusaha iyang ibiasanya iharus idimiliki iatau iseseorang 

sebelum iyang ibersangkutan idapat imelakukan isuatu ikegiatan iatau itindakan. 

Dalam ihal iizin ikiranya iperlu idipahami ibahwa isekalipun idapat idikatakan 

dalam iranah ikeputusan ipemerintah, iyang idapat imengeluarkan iizin iternyata 

tidak iselalu iorgan ipemerintah. iKetentuan itentang iperizinan imempunyai 

fungsi imengatur idan imenertibkan. iSebagai ifungsi imengatur iyaitu 

dimaksudkan iagar iizin iatau isetia iizin itempattempat iusaha, ibangunan idan 

bentuk ikegiatan imasyarakat ilainnya itidak ibertentangan isatu isama ilain, 

sehingga iterciptanya iketertiban idalam isegi ikehiduapan ibermasyarakat. 

Sebagai ifungsi imengatur, idimaksudkan ibahwa iperizinan iyang iada idapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat 
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penyalahgunaan iizin iyang itelah idiberikan, idengan ikata ilain ifungsi ipengaturan 

ini idapat idisebut ijuga isebagai ifungsi iyang idimiliki ioleh ipemerintah. Adapun 

tujuan iperizinan, ihal iini itergantung ipada ikenyataan ikonkret iyang idihadapi. 

Meskipun idemikian, isecara iumum idapatlah idisebutkan isebagai iberikut: 

1. Keinginan imengarahkan i(mengendalikan) iaktivitas iaktivitas itertentu; 

2. Mencegah ibahaya ibagi ilingkungan; 

3. Keinginan imelindungi iobjek-objek itertentu; 

4. Hendak imembagi ibenda-benda iyang isedikit; 

5. Pengarahan, idengan imenyeleksi iorang-orang idan iaktivitas, idimana 

ipengurus iharus imemenuhi isyarat itertentu. 

 

Dari ipengertian iperizinan, iterdapat ibeberapa iunsur iperizinan idiantaranya 

1. Instrument iyuridis 

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya 

sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangann 

pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik 

yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas 

ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari 

fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi 

peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu 

wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin 

termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak 

dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan 

demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang 

bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

menetapkan peristiwa konkret. 

2. Peraturan iPerundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah welmatigheid van bestuur atau 

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan 

maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan. 
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3. Organ ipemerintah 

Organ ipemerintah iadalah iorgan iyang imenjalankan iurusan ipemerintah 

baik iditingkat ipusat imaupun idi itingkat idaerah. iMenurut iSjachran iBasah, 

dari ipenelusuran iberbagai iketentuan ipenyelenggara ipemerintahan idapat 

diketahui ibahwa imulai idari iadministrasi iNegara itertinggi i(Presiden) 

sampai idengan iadministrasi iNegara iterendah i(lurah) iberwenang 

memberikan iizin. iIni iberarti iterdapat ianeka iragam iadministrasi iNegara 

(termasuk iinstansinya) ipemberi iizin, iyang ididasarkan ipada ijabatan iyang 

dijabatnya ibaik idi itingkat ipusat imaupun idaerah.
17

 

4. Peristiwa ikonkret 

Disebutkan ibahwa iizin imerupakan iinstrumen iyuridis iyang iberbentuk 

keputusan, iyang idigunakan ioeleh ipemerintah idalam imenghadapi peristiwa 

konkret idan iindividual. 

5. Prosedur idan ipersyaratan 

Pada iumumnya ipermohonan iizin iharus imenempuh iprosedur itertentu yang 

ditentukan ioleh ipemerintah, iselaku ipemberi iizin. iDi isamping iharus 

menempuh iprosedur itertentu, ipemohon iizin ijuga iharus imemenuhi 

persyaratanpersyaratan itertentu iyang iditentukan isecara isepihak ioleh 

pemerintah iatau ipemberi iizin. iProsedur idan ipersyaratan iperizinan iitu 

berbeda-beda itergantung ijenis iizin, itujuan iizin, idan iinstansi ipemberi izin. 

 

Izin yang diperlukan oleh perusahaan atau industri pangan untuk dapat menjalankan 

kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan produk pangan. Izin Pangan Industri 

diterbitkan ioleh iBadan iPengawasan iObat idan iMakanan i(BPOM) iatau 

instansi pemerintah terkait lainnya di negara yang bersangkutan, dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau 

industri tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Proses pengajuan 

Izin Pangan Industri melibatkan beberapa tahap, antara lain: 

1. Pengajuan permohonan 

Perusahaan atau industri pangan harus mengajukan permohonan izin kepada 
 

 

17
 Moestopo, A. Y. (2018). Izin Pangan Industri Rumah Tangga: Permasalahan dan Solusi. Jakarta: 

Elex Media Komputindo. Hlm.84 
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BPOM atau instansi pemerintah terkait lainnya dengan melampirkan dokumen 

dan informasi yang dibutuhkan, seperti data perusahaan, data produk, daftar 

bahan baku, proses produksi, dan sertifikat halal jika diperlukan. 

2. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen 

Setelah permohonan diajukan, BPOM atau instansi pemerintah terkait akan 

melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang telah disampaikan oleh 

perusahaan atau industri pangan. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi kelayakan 

dari segi administratif, teknis, dan keamanan pangan. 

3. Uji Laboratorium 

BPOM atau instansi pemerintah terkait juga dapat melakukan uji laboratorium 

terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri pangan 

untuk memastikan keamanan dan mutu produk tersebut. 

4. Inspeksi Lapangan 

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dokumen dan uji laboratorium, BPOM 

atau instansi pemerintah terkait dapat melakukan inspeksi lapangan di lokasi 

produksi perusahaan atau industri pangan untuk memastikan bahwa produksi 

dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Setelah 

melalui seluruh tahapan tersebut, jika perusahaan atau industri pangan 

memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, maka BPOM atau instansi 

pemerintah terkait akan menerbitkan Izin Pangan Industri kepada perusahaan 

atau industri tersebut. Izin ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat 

diperpanjang jika perusahaan atau industri pangan tetap memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

 

Dalam keseluruhan, Izin Pangan Industri sangat penting untuk memastikan 

keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri 

pangan. Izin ini diperlukan untuk menjamin bahwa produk pangan yang dihasilkan 

telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat. 

2.4 Pelaku Usaha 

Pelaku usaha, sebagai seorang yang merangkum individu, perusahaan, atau badan 

usaha, tampil sebagai pemain sentral dalam dinamika ekonomi dengan tujuan utama 
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memperoleh keuntungan. Kesempurnaan definisi ini melibatkan beragam entitas 

yang berpartisipasi dalam sektor-sektor ekonomi yang berbeda, seperti industri, 

perdagangan, dan jasa. Cakupan pelaku usaha tidak hanya mencakup pemilik bisnis 

kecil yang menjalankan usaha sendiri, melainkan juga merangkul perusahaan besar 

serta organisasi nirlaba yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi 

kebutuhan atau meraih tujuan tertentu yang tidak selalu bersifat finansial semata. 

Dalam konteks bisnis yang luas, pelaku usaha dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa kategori kunci yang mencerminkan keberagaman dalam ekosistem 

ekonomi, antara lain: 

1. Wirausaha Individu: Individu yang memulai dan mengelola usaha mereka 

sendiri, yang bisa melibatkan bisnis kecil atau menengah di berbagai sektor 

ekonomi. Peran ini mencerminkan semangat kewirausahaan dan inovasi yang 

dimiliki oleh individu. 

2. Perusahaan Swasta: Bisnis yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan 

orientasi mencapai keuntungan. Perusahaan swasta mencakup berbagai bentuk, 

termasuk bisnis keluarga, perusahaan terbatas (PT), dan entitas badan usaha 

lainnya, menunjukkan keragaman dalam struktur kepemilikan dan tujuan bisnis. 

3. Perusahaan Publik: Perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa 

efek, dimana kepemilikan sahamnya dapat bersifat publik. Kehadiran 

perusahaan publik mencerminkan partisipasi aktif dalam pasar modal dan 

tuntutan transparansi yang tinggi. 

4. Badan Usaha Nirlaba: Badan yang beroperasi tanpa orientasi mencari 

keuntungan finansial. Lebih sering didedikasikan untuk kegiatan amal, sosial, 

atau tujuan lain yang berfokus pada manfaat masyarakat, menunjukkan bahwa 

eksistensinya lebih dari sekadar motivasi finansial. 

5. Koperasi: Sebagai bentuk organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

anggotanya untuk mencapai keuntungan bersama, koperasi menawarkan model 

bisnis yang lebih inklusif dan demokratis. Keuntungan dari usaha koperasi 

dapat dinikmati bersama oleh anggota yang terlibat. 

 

Peran pelaku usaha tidak terbatas pada aspek keuangan semata. Mereka membawa 

dampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan 

kerja, menyediakan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan 
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konsumen, dan merangsang inovasi yang mendukung kemajuan masyarakat. Dalam 

setiap langkahnya, pelaku usaha terlibat dalam membangun fondasi ekonomi yang 

berkelanjutan, menjadikan mereka pilar utama dalam perwujudan visi 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kewajiban 

pelaku usaha mencakup tanggung jawab dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi 

oleh individu, perusahaan, atau badan usaha dalam konteks kegiatan ekonomi. 

Pengaturan ini ditegakkan oleh peraturan dan norma hukum suatu negara dengan 

tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. 

Dalam ranah kepatuhan hukum, pelaku usaha diwajibkan membayar pajak, 

mematuhi hukum ketenagakerjaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang 

aman, serta mentaati regulasi lingkungan untuk pengelolaan limbah dan 

keberlanjutan.
18

 

 

Pelaku usaha harus menjalankan transparansi dan pelaporan yang melibatkan 

penyusunan laporan keuangan yang akurat dan berkelanjutan, serta memberikan 

laporan kinerja lingkungan dan sosial untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi. Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab 

menjamin kualitas produk dan layanan, memberikan informasi jujur, serta 

menghormati hak konsumen. Aspek pengelolaan risiko dan keselamatan 

mengharuskan pelaku usaha mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko 

bisnis serta menyediakan lingkungan kerja yang aman. Tanggung jawab sosial dan 

etika bisnis mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi positif pada masyarakat 

melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual 

merupakan kewajiban melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten. Kepatuhan 

terhadap standar industri memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi regulasi dan 

standar kualitas dalam industri tertentu. Dengan mematuhi serangkaian kewajiban 

ini, pelaku usaha diharapkan mampu beroperasi secara bertanggung jawab, 
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 Setiawan, A. (2017). Pengaruh budaya organisasi terhadap sikap dan perilaku kewirausahaan 

pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Yogyakarta. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 

Hlm.21 
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memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, serta mendukung 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Hak pelaku usaha merujuk pada sekumpulan kebebasan dan hak-hak yang 

diberikan oleh hukum kepada individu, perusahaan, atau badan usaha yang terlibat 

dalam kegiatan ekonomi. Pengertian ini mencakup sejumlah aspek yang 

memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan ekonominya.
19

 Berikut adalah penjelasan rinci dan jelas tentang hak-hak 

pelaku usaha: 

1. Kebebasan Berkontrak: 

Pelaku usaha memiliki hak untuk membuat kontrak dan perjanjian dengan pihak 

lain, baik dengan konsumen, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Hal ini 

mencakup kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak dan hak untuk 

menjalankan kontrak tersebut. 

2. Hak Kepemilikan: 

Pelaku usaha memiliki hak atas kepemilikan terhadap aset dan modal yang 

dimiliki, termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan barang dagangan. Hak ini 

melibatkan kebebasan untuk menggunakan, menjual, atau mengalihkan 

kepemilikan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

3. Perlindungan Hukum: 

Hak pelaku usaha mencakup perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak- 

haknya. Ini termasuk hak untuk menuntut jika hak- hak mereka dilanggar, baik 

oleh pihak lain, pemerintah, atau entitas lainnya. 

4. Hak Kepatuhan Hukum: 

Pelaku usaha memiliki hak untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku 

dalam kegiatan bisnis mereka. Ini mencakup pemahaman dan pelaksanaan 

terhadap hukum perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan regulasi bisnis 

lainnya. 

5. Kebebasan Berpendapat dan Beropini: 

Pelaku usaha memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan beropini, baik 

dalam konteks bisnis atau dalam isu- isu ekonomi. Hak ini mendukung 

 

19
 Sinaga, B. (2019). Peran Pelaku Usaha Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Hlm.71 
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kebebasan berekspresi dalam merumuskan kebijakan atau menyampaikan 

pandangan terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. 

 

6. Hak atas Perlindungan Konsumen: 

Jika pelaku usaha berperan sebagai penyedia barang atau jasa kepada 

konsumen, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan 

perlindungan konsumen, termasuk hak konsumen untuk menerima informasi 

yang jujur, barang dan jasa berkualitas, serta perlindungan hukum. 

7. Kebebasan Berinovasi: 

Pelaku usaha memiliki hak untuk berinovasi dalam pengembangan produk, 

layanan, atau proses bisnis mereka. Ini mencakup hak atas paten, merek dagang, 

dan hak kekayaan intelektual lainnya untuk melindungi hasil inovasi mereka. 

8. Hak atas Kesejahteraan Karyawan: 

Jika pelaku usaha memiliki karyawan, mereka memiliki hak dan tanggung 

jawab untuk memberikan lingkungan kerja yang aman, memberikan upah yang 

layak, dan menyediakan fasilitas serta hak- hak karyawan lain sesuai dengan 

hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 

 

Pemahaman dan penegakan hak-hak ini menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan serangkaian larangan yang 

diberlakukan oleh hukum untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam 

dunia bisnis. 
20

Tujuan utamanya adalah melindungi konsumen, pesaing, serta 

lingkungan, sekaligus memastikan terwujudnya persaingan usaha yang sehat. 

Pertama, larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

menghindarkan praktik-praktik yang dapat merugikan pesaing atau menghambat 

persaingan, termasuk pembatasan produksi dan harga kartel. 
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Kemudian, larangan terhadap penipuan dan irrefleksi konsumen menjaga hak 

konsumen untuk menerima informasi yang jujur dan transparan, menghindarkan 

pernyataan palsu mengenai produk atau layanan. Diskriminasi dan pelanggaran hak 

karyawan juga dilarang, mencakup perlindungan terhadap karyawan dari praktik 

diskriminatif dan eksploitasi, dengan memastikan keberagaman dan hak-hak 

pekerja dihormati. 

 

Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah aspek lain yang ditekankan, 

mewajibkan pelaku usaha untuk menghormati hak cipta, paten, dan merek dagang, 

serta menghindari tindakan pembajakan. Larangan melibatkan diri dalam praktik 

bisnis yang merusak lingkungan atau melanggar regulasi lingkungan termasuk 

dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. 

 

Manipulasi pasar dan insider trading merupakan pelanggaran hukum dan etika 

bisnis, melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan pihak lain 

dengan memanipulasi harga saham atau menggunakan informasi rahasia untuk 

keuntungan pribadi. Praktik perdagangan yang tidak adil termasuk penetapan harga 

merugikan pesaing, penyalahgunaan posisi dominan di pasar, atau pembatasan 

persaingan, semuanya menjadi perbuatan yang dilarang. 

 

Pengabaian terhadap kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja, seperti tidak 

menyediakan fasilitas yang aman atau melanggar standar keselamatan, juga 

termasuk dalam larangan ini. Memahami dan mematuhi larangan-larangan ini 

bukan hanya kepatuhan hukum, melainkan juga landasan untuk membentuk 

lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Melanggar peraturan ini dapat 

mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha, oleh 

karena itu integritas dan kepatuhan terhadap regulasi adalah prinsip pokok dalam 

menjalankan aktivitas bisnis. 

 

2.5 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT) 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah dokumen resmi yang 

diberikan oleh instansi terkait kepada produsen pangan di tingkat rumah tangga 

yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sertifikat ini diberikan untuk 

mengakui bahwa produk yang dihasilkan dari Industri Rumah Tangga telah 
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memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga diperlukan agar produsen Industri Rumah Tangga dapat 

menjual produk pangan mereka secara legal dan sah di pasaran. Sertifikat ini 

menjadi bukti bahwa produk pangan yang dihasilkan telah melalui proses produksi 

yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, sehingga aman dan layak 

dikonsumsi oleh masyarakat. 

Untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, produsen 

harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait. 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: 

1. Memiliki izin usaha: 

Produsen Industri Rumah Tangga harus memiliki izin usaha dari instansi terkait, 

seperti dinas kesehatan atau BPOM. 

2. Mengikuti pelatihan keamanan pangan: 

Produsen harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi keamanan pangan untuk 

memastikan produk yang dihasilkan aman dan berkualitas. 

3. Memiliki fasilitas produksi yang memadai: 

Produsen harus memiliki fasilitas produksi yang memadai, seperti dapur bersih 

dan terorganisir dengan baik, serta peralatan produksi yang bersih dan terjaga. 

4. Mematuhi standar keamanan pangan: 

Produsen harus mematuhi standar keamanan pangan, seperti sanitasi dan 

higienis dalam pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk pangan. 

 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga penting untuk menjaga 

keamanan dan kualitas pangan yang dihasilkan oleh produsen Industri Rumah 

Tangga. Dengan adanya sertifikat ini, produsen dapat menjual produk pangan 

mereka secara legal dan sah di pasaran, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas 

dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. 

 

Pelaksanaan Mendapatkan Izin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Pangan Industri 

Rumah Tangga di Dinas adalah suatu rangkaian proses yang memerlukan kehati- 

hatian dan detail agar produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan 

dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pangan. 
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Tahapan pertama dimulai dengan pendaftaran usaha pada instansi pemerintah 

setempat, biasanya di Dinas Kesehatan atau Badan Pangan, yang diikuti dengan 

persiapan dokumen penting seperti formulir pendaftaran, identitas diri, dan 

dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, pihak berwenang akan melakukan 

penilaian lokasi produksi untuk memastikan bahwa tempat produksi memenuhi 

persyaratan kebersihan, sanitasi, dan tata letak yang sesuai. 

 

Langkah selanjutnya adalah pengembangan SOP (Standard Operating Procedure) 

yang mencakup proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk pangan. SOP 

harus mencakup langkah-langkah kebersihan, pengendalian kualitas, dan prosedur 

keselamatan pangan. Produsen dan staf yang terlibat dalam produksi juga harus 

menjalani pelatihan terkait kebersihan, keamanan pangan, dan prosedur kerja yang 

baik. Dalam beberapa kasus, sertifikasi khusus mungkin diperlukan untuk 

memastikan bahwa produsen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan. 

 

Tahap selanjutnya melibatkan pengujian dan analisis produk, di mana sampel 

produk diuji di laboratorium untuk memastikan keamanan mikrobiologi, 

kandungan bahan berbahaya, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan yang 

berlaku. Hasil pengujian ini menjadi dasar penentuan apakah produk memenuhi 

syarat untuk mendapatkan sertifikat produksi. Audit dan inspeksi rutin dilakukan 

oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa SOP diikuti dengan konsisten, 

melibatkan evaluasi kebersihan, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap 

regulasi pangan. 

Setelah semua persyaratan terpenuhi, produsen dapat mengajukan permohonan 

sertifikat produksi pangan industri rumah tangga kepada instansi yang berwenang. 

Permohonan ini harus disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan hasil 

pengujian produk. Pihak berwenang akan melakukan verifikasi terhadap semua 

dokumen yang diajukan, dan jika persyaratan terpenuhi, sertifikat produksi pangan 

industri rumah tangga akan ditetapkan dan diberikan kepada produsen. 

Penting untuk mencatat bahwa pemeliharaan dan pembaruan sertifikat juga 

merupakan tahapan krusial, dimana produsen wajib menjaga kepatuhan terhadap 
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regulasi dan standar yang berlaku untuk memastikan berkelanjutan sertifikat 

produksi. Pembaruan sertifikat ini diperlukan secara berkala sesuai dengan 

kebijakan dan perubahan regulasi, sehingga produsen dapat terus memastikan 

bahwa produk pangan yang dihasilkan tetap memenuhi standar kesehatan dan 

keamanan yang ditetapkan, membuktikan kepatuhan mereka terhadap regulasi 

industri pangan yang dinamis.
21
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 Kasim, Hendry Kurniawan (2014). “Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

(SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)”, Eds. Deden Mulyadi, M. 

Ridha, Scope Indonesia. Hlm.75 



 

 

 

 

 

BAB iIII 

iMETODE iPENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan iMasalah 

Pendekatan imasalah imenurut iSoerjono iSoekanto
22

, ipenelitian ihukum 

merupakan isuatu ikegiatan iilmiah, i yang ididasarkan ipada imetode isistematika 

dan ipemikiran itertentu iuntuk imempelajari isatu iatau ibeberapa igejala ihukum 

tertentu idengan icara imenganalisisnya. iJenis ipenelitian iyang idigunakan dalam 

penelitian iini imenggunakan idua imacam ipendekatan, iyaitu ipendekatan 

Normatif idan iPendekatan iEmpiris: 

1. Pendekatan iNormatif 

Pendekatan iNormatif iyaitu ipenelitian iyang idilakukan idengan icara 

mempelajari ibahan-bahan ipustaka iyang iberupa iliteratur idan iPerundang-

Undangan iyang iberkaitan idengan ipermasalahan iyang iakan idibahas iyaitu 

mengenai iPengawasan iIzin iPangan iIndustri iRumah iTangga iOleh idinas 

kesehatan ilampung iselatan idi iKecamatan iNatar. 

2. Pendekatan iEmpiris 

Pendekatan iEmpiris iyaitu ipendekatan iyang idilakukan idengan icara 

mengkaji idan imendeskripsikan ifakta iyang iterjadi idi ilapangan itermasuk 

penerapan ihukum iyang iada idi imasyarakat. iHal iini idilakukan idengan cara 

menggali iinformasi idan imelakukan ipenelitian idi ilapangan iguna 

mengetahui isecara ilebih ijauh imengenai ipermasalahan iyang idibahas. 

 

 

 

 

 

 

22
 iSoekanto iSoerjono idan iMamudji iSri, i2011, iPenelitian iHukum iNormatif i(Suatu iTinjauan 

iSingkat), iJakarta: iRaja iGrafindo iPersada i Hlm.12 
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3.2 Sumber iData idan iJenis iData 

a. Data iPrimer 

Data iprimer iadalah idata iyang idiperoleh isecara ilangsung idari isumbernya iatau 

iobjek iyang iditeliti iatau iyang iberhubungan idengan iobjek iyang iditeliti 

idalam ibentuk idokumentasi, iobservasi idan iwawancara. iData iprimer idalam 

ipenelitian iini ididapatkan idari ipihak-pihak iyang iterkait idalam iizin iedar 

ipangan iolahan irumahan idi ikecamatan inatar iyaitu ikepala ibidang iDINAS 

iKESEHATAN iLAMPUNG iSELATAN ilampung iselatan idan ikepala 

ipuskesmas inatar. 

b. Data iSekunder 

Data isekunder iadalah idata iyang idiperoleh idari ikepustakaan. i teknik 

ipengumpulan idata imenggunakan iriset idengan imembaca ibuku, ialqur‟an, ial-

hadist, iartikel i, ijurnal, idan ikarya iilmiah ilainnya. iData isekunder imeliputi i3 

i(tiga) i jenis, iyaitu: 

1. Bahan ihukum iprimer iadalah iinformasi ihukum iberupa iperaturan- 

iperaturan ihukum idari ihierarki iyang itertinggi ihingga iterendah. iBerikut 

iini iadalah isumber ihukum iprimer iyang idigunakan idalam ipenelitian iini: 

a. Undang- iUndang idasar i1945 ihasil iamandemen. 

b. Undang i- iundang iNo.8 i Tahun i1999 itentang iPerlindungan iKonsumen 

c. Undang-Undang iNo. i18 iTahun i2012 itentang iPangan 

d. Peraturan iPemerintah iNomor i28 iTahun i2004 itentang iKeamanan, iMutu, 

idan iGizi iPangan: 

e. Peraturan iMenteri iKesehatan iNomor i30 iTahun i2017 itentang iTata 

iLaksana iPangan iIndustri iRumah iTangga 

f. Peraturan iMenteri iKesehatan iNomor i28 iTahun i2019 itentang 

iPengawasan iIzin iPangan iIndustri iRumah iTangga. 

g. Peraturan iMenteri iKesehatan iNomor i56 iTahun i2019 itentang 

iPersyaratan iProduksi iPangan iIndustri iRumah iTangga. 

h. Peraturan iMenteri iKoperasi idan iUKM iNomor i7 iTahun i2020 itentang 

iPedoman iPelaksanaan iPeningkatan iProduktivitas, iMutu, idan iDaya 

iSaing iUsaha iMikro, iKecil, idan iMenengah. i 

i. Peraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i5 iTahun i2021 

iTentang iPenyelenggaraan iPerizinan iBerusaha iBerbasis iRisiko 

j. Peraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i6 iTahun i2021 

iTentang iPenyelenggaraan iPerizinan iBerusaha iDi iDaerah 
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2. Bahan ihukum isekunder iadalah iinformasi iyang itelah idipublikasikan ibaik 

ipublikasi iilmiah, ihasil ipenelitian idan ilain isebagainya iyang irelevan idengan 

itopik iyang idibahas. 

3. Bahan ihukum itersier iadalah ikamus idan iensklopedia iyang idigunakan 

iuntuk imelengkapi ibahan ihukum iprimer idan isekunder. 

3.3 Metode iPengumpulan iData 

1. Metode iPengumpulan iData iPengumpulan idata idilakukan idengan idua 

icara, iyakni iberupa ipenelitian ikepustakaan idan ipenelitian ilapangan, 

iyaitu: 

a. Studi iKepustakaan 

Studi ikepustakaan imerupakan iprosedur ipengumpulan idata, iyang 

idilakukan idengan icara imelakukan iserangkaian ipenalaran iterhadap 

iliteratur, ibuku, icatatan, iaturan iperundang- iundangan iserta 

iberbagai ilaporan iyang iberkaitan ierat idengan ipenelitian. 

b. Studi iLapangan 

Studi ilapangan imerupakan iproses ipengumpulan idata iyang 

idilakukan imelalui iwawancara idengan iinforman iyang itelah 

idirencanakan isebelumnya idan imelalui ikuisioner ikepada 

iresponden. iWawancara iini idilkukan idengan ipertanyaan ibersifat 

itertutup isebagai ipanduan idalam ipengumpulan idata, ihal iini 

ibertujuan iagar ipertanyaan iyang idiajukan ikepada iinforman idapat 

isesuai idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh ipenulis idan iterkait 

idengan ikuisioner iterhadap irespinden, ipenulis iakan 

imenyebarkannya imelalui igoogle- iform. 

2. Metode iPengolahan iData 

Setelah ipengumpulan idata, ilangkah iselanjutnya iyang idilakukan iialah 

ipengolahan idata iyang idikumpulkan imelalui ikegiatan ipengumpulan 

idata, idengan icara: 
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a. Pemeriksaan idata 

Pemeriksaan idata imerupakan iprosedur iuntuk imemastikan ikembali 

ijawaban iyang ididapatkan, iapakah isudah isesuai idengan irumusan 

imasalah idan itujuan imasalah iyang iditeliti 

b. Klasifikasi 

Klasifikasi idata imerupakan imenggolongkan iatau imengelompokkan 

ijawaban iinforman idan iresponden, isesuai idengan ipokok- ipokok 

ibahasan idan ibahan ihukum iyang itelah iterkumpul iuntuk imembuat 

ianalisis idata idari ikumpulan idata itertentu imenjadi ilebih imudah. 

c. Sistemasi iData 

Sistemasi idata iadalah iproses ipengumpulan idata iberdasarkan itopik 

itertentu iagar ilebih imudah iuntuk imenganalisis idata iyang itelah 

iditetapkan. 

3.4 Analisis iData 

Analisis idata ipada ipenelitian iini idilakukan idengan icara ianalisis 

ideskriptif ikualitatif, iyang idiperoleh idengan icara imendeskripsikan iatau 

imengilustrasikan idata iyang ididapatkan idari ipenelitian ilapangan ikedalam 

ibentuk ipenjelasan idengan icara iteratur idan ilogis isehingga imemiliki iarti 

iyang idapat idirangkai iguna ipembahasan ipada ibab-bab isebelumnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas kesehatan lampung 

selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemberian izin pangan pada industri rumah tangga merupakan tahap krusial 

dalam memastikan keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Dalam 

pelaksanaannya, keterlibatan Dinas Kesehatan, berbagai pihak terkait, dan 

pemerintah daerah menjadi hal penting untuk membentuk sistem pengawasan 

yang efisien. Kerjasama antarlembaga dan pihak terkait menjadi kunci dalam 

membangun sistem pengawasan yang mencakup semua aspek kehidupan dan 

efektif. Pentingnya penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam 

pelaksanaan pemberian izin pangan menegaskan bahwa pengetahuan yang 

memadai menjadi landasan untuk kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha 

dalam menjaga keamanan pangan. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem 

Online Single Submission (OSS), memberikan dampak positif dengan 

mempermudah proses pendaftaran izin usaha, meningkatkan transparansi, dan 

membuka akses informasi terkait izin pangan. Evaluasi berkala terhadap proses 

dan hasil pemberian izin pangan diperlukan untuk memastikan adaptasi sistem 

terhadap perkembangan kebutuhan dan risiko di industri pangan, sehingga 

dapat terus menjaga keamanan konsumen dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan. 

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha industri rumah tangga (home 

industry) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin 

instansi terkait jika terjadi kerugian bagi konsumen baik kerugian fisik maupun 
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kerugian materi, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian 

yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang telah 

diproduksi serta yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha industri rumah 

tangga (home industry) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang 

belum berizin instansi terkait. Dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat 

dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santuanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan Penelitian yang saya dilakukan, saran yang dapat penulis berikan 

yaitu: 

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian izin pangan pada 

industri rumah tangga, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan 

intensifikasi kerjasama antarlembaga dan pihak terkait, seperti Dinas 

Kesehatan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Pembentukan tim lintas 

sektoral dan peningkatan pertukaran informasi di antara mereka dapat 

memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu terkini dalam 

pengawasan keamanan pangan. Selanjutnya, diperlukan peningkatan program 

penyuluhan dan pendidikan, khususnya kepada pelaku usaha dan masyarakat, 

agar pengetahuan yang lebih baik dapat memberikan dasar bagi kesadaran dan 

tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga mutu produk pangan. 

Pemanfaatan teknologi, seperti Online Single Submission (OSS), juga menjadi 

kunci untuk mempercepat proses pendaftaran izin usaha, meningkatkan 

transparansi, dan memudahkan akses informasi terkait izin pangan. Evaluasi 

berkala terhadap proses dan hasil pemberian izin pangan perlu dijadikan 

langkah kritis untuk menentukan keberhasilan sistem, dengan pembaruan 

regulasi dan prosedur sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan dan 

risiko di industri pangan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam 

pengawasan keamanan pangan, melalui pemberdayaan melalui kampanye 

informasi dan pelatihan, menjadi hal penting. Sistem pemberian izin pangan 

juga perlu didesain agar fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika 

industri pangan, sementara penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang 
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melanggar ketentuan keamanan pangan menjadi kunci dalam menciptakan efek 

deterren yang efektif. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, 

diharapkan dapat terbentuk sistem pengawasan pemberian izin pangan yang 

lebih efisien dan efektif, menjaga keamanan konsumen, serta mendukung 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

2. Untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku usaha industri rumah tangga 

makanan olahan, baik yang telah berizin maupun yang belum, terhadap 

konsumen dalam menghadapi kerugian fisik atau materi, disarankan agar 

instansi terkait menguatkan dan menjelaskan secara tegas ketentuan-ketentuan 

ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan 

aturan ini dapat melibatkan Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk secara aktif 

memantau produksi dan peredaran produk makanan olahan. Selain itu, 

penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam 

memberikan ganti rugi kepada konsumen juga perlu diperkuat. Dengan 

demikian, pemberian ganti rugi bisa lebih terstruktur dan efisien, melibatkan 

pengembalian uang, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai dengan jenis 

kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan tindakan ini, diharapkan dapat 

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dan mendorong 

pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan mutu produk makanan olahan 

yang diproduksi dan dipasarkan. 
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